BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Standar
Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bovolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan .......



Menetapkan:

=

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyvolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolalh Tahun 2017 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
194),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOYOLAL!I TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALL

.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Bupati adalah Bupati Boyolali,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah.

Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua
dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyvolali sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota
DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD.

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut
Pakaian Dinas adalah pakaian vang digunakan dalam tugas kedinasan
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

Kelengkapan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
kelengkapan pakaian yang dikenakan atau dipakai sesuai dengan jenis
pakaian dinas termasuk peci, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

poogp

Pakaian Sipil Harian;

Pakaian Sipil Resmi;

Pakaian Sipil Lengkap;

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang; dan
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah.

Bagian Kedua......
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Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harnan

Pasal 3

Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan
lainnya yang bersifat umum.

Pakaian Sipil Harian laki-laki ditentukan sebagai berikut:

a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama,

b. leher berdiri dan terbuka;

c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan
dan kiri;

d. kancing 5 (lima) buah; dan

e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam,

Pakaian Sipil Harian wanita ditentukan sebagai berikut:

a. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah
lutut warna sama;,

b. leher berdiri dan terbuka,

c. 3 (tiga) saku terdiri darn 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan
dan kiri;

d. kancing 5 (lima) buah; dan

e. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Harian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 4

Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dipakai untuk menghadiri upacara vang bukan upacara kenegaraan,
menerima tamu-tamu luar negeri dan rapat paripurna yang bukan
paripurna istimewa.

Pakaian Sipil Resmi laki-laki ditentukan sebagai berikut:

a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama,

b. leher berdiri dan terbuka;

c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kinn dan 2 (dua) bawah kanan
dan kiri;

d. kancing 5 (lima) buah; dan

e. i1kat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Resmi wanita ditentukan sebagai berikut:

a. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah
lutut warna sama;

b. leher berdiri dan terbuka;

c. 3 (tiga) saku terdiri dari | (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan
dan kin,

d. kancing........
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d. kancing 5 (lima) buah; dan
e. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Resmi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 5

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau perjalanan dinas
ke luar negeri, dan rapat paripurna istimewa.

Pakaian Sipil Lengkap laki-laki ditentukan sebagai berikut:
jas warna gelap;

celana panjang warna sama;

kemeja putih dengan dasi;

peci hitam; dan

sepatu pantofel warna hitam.

@ a0 o @

Pakaian Sipil Lengkap wanita ditentukan sebagai berikut:

a. jas warna gelap,

b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
c. kemeja putih dengan dasi; dan

d. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Lengkap wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehar-hari maupun
keperluan tugas lapangan,

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang laki-laki ditentukan sebagai
berikut:

a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu;

b. celana panjang warna sama,

c. 2 (dua) saku di atas kanan dan kin,; dan

d. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita ditentukan sebagai berikut:
a. baju lengan panjang, berlidah bahu;

b. rok 15 ¢m (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;

c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan

d. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita berjilbab dan hamil
menyesuaikan,

Bagian Keenam.....
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Bagian Keenam
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah

Pasal 7

(1) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e, dipakai dalam rangka menghadiri acara non formal di
luar jam kerja DPRD.

(2) Pakaian yang Bercirkan Khas Daerah untuk laki-laki ditentukan sebagai
berikut:
a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
b. celana panjang warna hitam; dan
¢. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.

(3) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk wanita ditentukan sebagai
berikut:
a. baju lengan pendek, berlidah bahu;
b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna hitam;
c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan
d. sepatu pantofel warna hitam.

(4) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

Model Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
ATRIBUT

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 9

Atribut Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
a. pin lambang daerah;

b. papan nama, dan

¢. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Pin Lambang Daerah

Pasal 10

(1) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipakai
pada semua jenis pakaian dinas.

(2) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat damn
bahan logam warna kuning emas.

(3) Pin lambang daerah dipakai di dada sebelah kiri 1 ¢m (satu centimeter) di
atas saku.

Bagian Ketiga.. .,



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

L

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 11

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menunjukkan
nama seseorang vang dipakai di dada kanan.

Papan nama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan
dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Keempat
Tanda Pengenal

Pasal 12

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ dipakai
untuk mengetahui identitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tanda pengenal dipakai oleh Pimpinan dan Anggota dalam menjalankan
tugas.

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada
kantong/saku baju sebelah kin di bawah pin lambang daerah.

Pasal 13

Bentuk dan model Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan
Bupati ini.

(1)

(2)

BAB IV
PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 14

Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pakaian Seragam Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu)
tahun;

b. Pakaian Seragam Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)
tahun;

¢. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

e. Pakaian vang Bercirikan Khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun; dan

f. atribut disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,

(3) Pengadaan....,
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Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 15

Standar satuan harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
sebagai berikut:

a. Pakajian Seragam Harian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

setiap stel;

b. Pakaian Seragam Resmi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap
stel;

c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap
stel;

d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) setiap stel; dan

e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebesar Rpl1.000.000,00 (satu
juta rupiah) setiap stel.

Standar Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

a. pin lambang daerah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu
rupiah);

b. papan nama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan

c. tanda pengenal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
ongkos jahit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2y N 208

£LBUPATI BOYOLALI, (}/

J SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 4 Aew\ 208

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN, BOYOLALI,

SRI ININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABU PL'.\TEN BOYOLALI,

SURATNO
Pembina
NIP. 19660403 199503 1 002



LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR ‘2 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS

DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

MODEL PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH Laki-Laki:

a. Kroh berdi, f. Jos lengan pendek

b. Lencana g Koncing baju

c. Popan nama h. Saku jas bawoh tertutup kanon dan idr
d. Saku dalom depan atas | Celana panjang wama sama dengan jas
e. Tanda pengenal | Sambungaon bahu



2. PSH Wanita:

d

f ==z
Keterangaon :
a. Krah bexrdin, f. Jos lengon pendek
b. lencana | g. Kancing
c. Saku jos atas h. Saku jas depan bowah kanan dan ki
d. Popan nama l. Rok 15 cm dibawah lutut wama sarma dengan jas
e. Tanda pengenal



3. PSH Wanita Hamil:

- b
f
h
Keterangan .
a. Krah rebah f. Jas lengan pendek
b, lencana Q. Kaneing Jas
<. Saku dalam afas sebelah ki h, Fii
o, Papan nama I Rok 15 em dl bawah lutut wama sama dengan jas
e. Tanda pengenal



4. PSH Wanita Hamil Berjilbab/Berkerudung:

d

o t

h

i
]

Keterangan:
a. Kaoin kerudung wamao sama dengan |jas dan rok f. Tanda pengenal
b. Krah rebah g. Kancing jas
c. Lencana h. Jas lengan panjang
d. Saku dalam atas sebelah kir . Flul
e. Papan nama j. Rok panjang



B. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1.

PSR Laki-Laki:

Keterangan @

a
b.
¢

d.

<,

Krah berdiri

Papan nama

Saku dalam tanpa tutup
Kancing jas

Jas lengan panjang

N

f.

Saku bawah
fertutup kanan
dan Kkiri
Sambungan bahu
Celana panjang
warna samsa
dengan jas



2. PSR Wanita:

Keterangan :

a. Krah rebah

b. Saku dalam tanpa tutup
c. Papan nama

d. Kancing jas

e, Jas lengan panjang

f.

Saku bawah tertutup kanan
dan kiri

Rok 15 em dibawah
lutut/Celana panjang warna
sama dengan jas



3. PSR Wanita Hamil:

d
e

f

R
kKeterangan .
a. Krah rebah e¢. Kancing jas
b. Saku dalam tanpa tutup f. Plui
¢. Papan nama g. Rok 15 cm dibawah lutut

d. Jas lengan panjang



4. PSR Wanita Berjilbab/Berkerudung:

Keterangan:

a. Jilbab/Kerudung f. Jas lengan panjang

b. Krah rebah g. Saku bawah tertutup kanan dan
¢. Saku dalam tanpa tutup kiri

d. Papan nama h. Rok panjang.

¢. Kancing jas



C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL Laki-laki:

. Scku jas il otas

d. Jas lengan ponjang wama sama dengan celana
e, Kancing jas

1. Sakl jas bawah tedutup kanan don il

g. Celano paniang

n. Sambungan bahu

L Lengon ponjong dengon kancing 3 buah



2. PSL Wanita:

Keterangan:

a. Kemejo woma putih

b. Das!

¢. Scoku jas ki atas

d. Jas lengan panjang wama sama dengan celana
e. Kancing Jas

f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kin

Q. Rok 15 cm dl bawah iutut

h. Lengan panjang dengan kancing 3 buah
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3. PSL Wanita Hamil:

Keterangan:

a. Kemeja wama putih atau terang

b. Dasl

c. Saku Jas ki atas

d. Jas lengan panjang wama sama dengan celana
e. Kancing jas

f. Rok panjang




4. PSL wanita Berjilbab/Berkerudung:

Keterangan:

a. Kerudung dengan warna bebas,
b. Kemeja warna putih,

c. Dasi.

d. Saku jas kin atas.

e. Jas lengan panjang warna sama dengan rok.
f. Kancing jas.

g. Saku bawah kanan dan Kkiri,

h. Rok panjang.



Keterangan:

Krah berdiri
[.idah bahu
Lambang daerah
Papan nama
Tanda pengenal
Saku baju depat

9.

Baju lengan panjang

_

AS HARIAN LENGAN PANJANG

Pakaian Dinas Haran Lengan Panjang Laki-laki

Kancing baju

[kat pimggang

Saku celana depan kanan dan kin
Celana panjang warna sama dengan
baju

Sambungan bahu

Saku celana belakang sebelah
kKanan tertutup

. A



Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita

2
h
Keterangan:
a. Krah berdin
b. Lidah bahu
¢. Lambang dacrah
d. Papan nama
¢. Tanda pengenal

Saku baju depan kanan dan Kiri
Kancing baju

Baju lengan panjang

Celana panjang warna sama (h‘n;',un
baju



Keterangan:

ot

Krah berdin

b. Lambang daerah

C.

d

¢

Papan nama
Saku dalam atas kanan
Tanda pengenal

f.
g

Baju lengan panjang
Kancing baju

Plui

Rok 15 ¢m di bawah Tutut



3. Pakaian vang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Hamil:

Keterangan .
a. Kkrah rebah ¢. Kancing baju

b. Lencana f. Baju motif bercirikan khas daerah
c. Papan nama g. Rok 15 em di bawah lutut warna
d.  Tanda pengenal agelap

-



4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung Hamil

Keterangan:
a. Jilbab/kerudung h. Kancing baju

b. Krah berdiri . Baju lengan panjang

¢. Lidah bahu . Saku baju bawah kanan dan kin
d. Lambang daerah k. Rok/ Celana panjang warna sama
¢. Papan nama dengan baju

{. Saku dalam kin atas
g. Tanda pengenal

16



E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

1. Pakaian yvang Bercirikan Khas Daerah untuk Laki-Laki:

Keterangan .

a. Krah berdiri

b. Lencana

¢. Papan nama

d. Tanda pengenal

8

h.

e o gl

Kancing baju

Celana panjang warna gelap
Kemeja motif bercirikan khas
daerah

Belahan samping



. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita:

Keterangan :
a. Krah rebah
b. Lencana

c¢. Papan nama
d. Tanda pengenal

o

>

h

Baju motif bercirikan

khas daerah

Kancing baju

Rok 15 em di bawah lutut warna gelap
Celana panjang warna gelap



PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG

Pakaian Dinas Hanan Lengan Panjang Laki-laki

Keterangan:

Krah berdiri

LLidah bahu

LLambang daerah

Papan nama

Tanda pengenal

Saku baju depan kanan
Kiri

Baju lengan panjang

1.

il

1.

O

Kancing baju

Ikat pinggang

Saku celana depan kanan dan kin
Celana panjang warna sama dengan
baju

Sambungan bahu

Saku celana belakang sebelah
kanan tertutup



2

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita

h

Kelerangan:

ol
b.
e,
d.

C.

Krah berdir
Lidah bahu
Lambang daerah
apan nama
Tanda pengenal

Saku baju depan kanan dan kiri
Kancing baju

Baju lengan panjang

Celana panjang warna sama dengan
baju

14 -
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3.

Pakailan Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Hamil

Keterangan:

a. Krah berdiri

b, Lambang daerah

¢. Papan nama

d. Saku dalam atas kanan
e. Tanda pengenal

5

Baju lengan panjang
Kancing baju
Plui

Rok 15 ¢m di bawah lutut



4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung Hamil

Keterangan:

a. Jilbab/kerudung

b. Krah berdiri

c. Lidah bahu

d. Lambang daerah

e. Papan nama

f. Saku dalam kiri atas
g. Tanda pengenal

h.

16

Kancing baju

Baju lengan panjang

Saku baju bawah kanan dan kiri
Rok/ Celana panjang warna sama
dengan baju



E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

1. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Laki-Laki:

Keterangan :

a. Krah berdiri ¢. Kancing baju

b. Lencana . Celana panjang warna gelap
¢. Papan nama . Kemeja motif bercirikan khas
d. Tanda pengenal daerah

h. Belahan samping



2. Pakaian yvang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita:

Keterangan :

a. Krah rebah e. Baju motif bercirikan

b. Lencana khas daerah

c. Papan nama f. Kancing baju

d. Tanda pengenal g. Rok 15 em di bawah lutut warna gelap

h. Celana panjang warna gelap



3. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Hamil:

Keterangan .
a. Krah rebah ¢. Kancing baju

b. Lencana . Baju motif bercirikan khas daerah
¢.  Papan nama g. Rok 15 ¢m di bawah lutut warna
d. Tanda pengenal gelap

19



4 Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita

Berjilbab/Berkerudung:

Keterangan:

a, Jilbab/kerudung

b. Krah rebah

¢. Lencana

d. Papan nama

e¢. Tanda pengenal

f. Baju motif bercirikan khas daerah
g. Kancing baju

h. Rok panjang/celana panjang

/BUPATI BOYOLALL

—~—=—

-
—

/L? \SE!\-‘(_Q) SAMODRO

-
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR \Z TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PIN LAMBANG DAERAH:

B. PAPAN NAMA:




C. TANDA PENGENAL:

DEPAN

DEWAN PERWAKTLAN RARYAT DAERAH
KABUPATEN BOY OLALL

FOTO
BERWARNA

NAMA DENGAN CELAR

BELAKANG

I Tans Porperal oo waph dapelou padn wako iocksdoeaadoan
g Duas

2 PR Katopsten Bovolnd kel bortsrggeng pab e

pengpursem Tanvky Pengaonad sl (o Kepertingen DFRL)

Tarals Pergaoreed e huarryvn horlakas o vty rocrgalenican

s sohogy Acgpots DIPRD Madwgwten Bovodah o

keungpotan

DFWAN FERWARILAN RAKY AT DAERAL
KABUPATEN BOYOLALY

KETVA

(TANDA YANCGAN CAP BASAH)

% BUPATI BOYOLALI,

S=l—

§ SENO SAMODRO

M



o

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR Y2 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALLI,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bovolali Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Standar
Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan .......



Menetapkan:

S s

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
194),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALL



=B
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

58

10.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Bupati adalah Bupati Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyvelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah vang memegang jabatan Ketua
dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota
DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD.

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut
Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan dalam tugas kedinasan
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

Kelengkapan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
kelengkapan pakaian yvang dikenakan atau dipakai sesuai dengan jenis
pakaian dinas termasuk peci, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

e o0 op

Pakaian Sipil Harian;

Pakaian Sipil Resmi;
Pakaian Sipil Lengkap;
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang; dan

Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah.

Bagian Kedua......



(1)

(2)

(3)

(%)

(1)

(2)

(3)

- -

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian

Pasal 3

Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan
lainnya yang bersifat umum,

Pakaian Sipil Harian laki-laki ditentukan sebagai berikut:

a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;

b. leher berdiri dan terbuka;

c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan
dan kiri;

d. kancing 5 (lima) buah; dan

e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam,

Pakaian Sipil Harian wanita ditentukan sebagai berikut:

a. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah
lutut warna sama;

b. leher berdiri dan terbuka;

¢. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan
dan kiri;

d. kancing 5 (lima) buah; dan

e. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Harian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 4

Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan,
menerima tamu-tamu luar negeri dan rapat paripurna yang bukan
paripurna istimewa.

Pakaian Sipil Resmi laki-laki ditentukan sebagai berikut:

a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama,

b. leher berdiri dan terbuka;

c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan
dan kiri;

d. kancing 5 (lima) buah; dan

e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Resmi wanita ditentukan sebagai berikut:

a. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah
lutut warna sama;

b. leher berdiri dan terbuka;

c. 3 (tiga) saku terdiri dari | (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan
dan kiri;

d. kancing........



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4)

-5-

d. kancing 5 (lima) buah; dan
e. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Resmi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 5

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau perjalanan dinas
ke luar negeri, dan rapat paripurna istimewa.

Pakaian Sipil Lengkap laki-laki ditentukan sebagai berikut:
a. jas warna gelap,

b. celana panjang warna sama;

c. kemeja putih dengan dasi;

d. peci hitam; dan

e. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Lengkap wanita ditentukan sebagai berikut:

a. jas warna gelap;

b. rok 15 cm (lima belas centimeter] di bawah lutut warna sama;
c. kemeja putih dengan dasi; dan

d. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Sipil Lengkap wanita berjilbab dan hamil menvesuaikan,

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun
keperluan tugas lapangan.

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang laki-laki ditentukan sebagai
berikut:

a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu;

b. celana panjang warna sama;

¢. 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri; dan

d. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita ditentukan sebagai berikut:
a. baju lengan panjang, berlidah bahu;

b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;

c. 2 {dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan

d. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita berjilbab dan hamil
menyesuaikan.

Bagian Keenam.....



(1)

(2)

(3)

' (4)
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Bagian Keenam
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah

Pasal 7

Pakaian yvang Bercirikan Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e, dipakal dalam rangka menghadiri acara non formal di
luar jam kerja DPRD.

Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk laki-laki ditentukan sebagai
berikut:

a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;

b. celana panjang warna hitam; dan

c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk wanita ditentukan sebagai
berikut:

a. baju lengan pendek, berlidah bahu;

b. rok 15 c¢m (lima belas centimeter) di bawah lutut warna hitam;

c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan

d. sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

Model Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran | vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

@

BAB I1I
ATRIBUT

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 9

Atribut Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

a.
b.
¢

(1)

(2)

(3)

pin lambang daerah;
papan nama; dan
tanda pengenal.

Bagian Kedua
Pin Lambang Daerah

Pasal 10

Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipakai
pada semua jenis pakaian dinas.

Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari
bahan logam warna kuning emas.

Pin lambang daerah dipakai di dada sebelah kiri 1 cm (satu centimeter) di
atas saku.

Bagian Ketiga....



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

o
Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 11

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menunjukkan
nama seseorang vang dipakai di dada kanan,

Papan nama sebagaimana dimaksud pada avat (1) terbuat dari bahan
dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Keempat
Tanda Pengenal

Pasal 12

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c¢ dipakai
untuk mengetahui identitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tanda pengenal dipakai oleh Pimpinan dan Anggota dalam menjalankan
tugas.

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada
kantong/saku baju sebelah kiri di bawah pin lambang daerah.

Pasal 13

Bentuk dan model Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(1)

(2)

BAB IV
PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 14

Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pakaian Seragam Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu)
tahun,

b. Pakaian Seragam Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)
tahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun; dan

f. atribut disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengadaan.....
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(3) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 15

(1) Standar satuan harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
sebagai berikut:

a.

b.

Pakaian Seragam Harian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
setiap stel;

Pakaian Seragam Resmi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap
stel;

Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap
stel;

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) setiap stel; dan

Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) setiap stel.

(2) Standar Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

a.

b.
c.

pin lambang daerah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu
rupiah);

papan nama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
tanda pengenal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada avat (1) termasuk
ongkos jahit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali,

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 Apt\ 2@

BUPATI BOYOLALI,

—~—

SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 Aen\ zo\®

SEKRETARIS DAERAH
KABUBATEN BOYOLALI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALL,

(s

SURATNO

Pembina
NIP. 19660403 199503 1 002




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 2. 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS

DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

MODEL PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH Laki-Laki:




2. PSH Wanita:

Q. Krch bercin.

b. lencana |

c. Saku jos atas
d. Papan nama
e. Tanda pengenal

Saku jas depan bawah kanan dan ki

1.
S.chhg
i.‘RoklscmdbowdnuMwancmcdenomlos



3. PSH Wanita Hamil:

b
1
h
Keterangan :
a, Krah reboh 1. Jas lengan pendek
b, lencana @. Kancing Jas
©. Soku dalam atas sebelah kid h. Fiul
d. Popan nama I Rok 156 cm dl bawah kit wama sama dengan jas
e, landa pengenal



4. PSH Wanita Hamil Berjilbab/Berkerudung:

Keterangan:

a. Kain kerudung wama sama dengan jas dan rok f. Tanda pengenal

b. Krah rebah g. Kancing jas

c. Lencana ‘ h. Jas lengan panjang
d. Saku dalam atas sebelah kil I Flul

e. Papan nama ). ROk panjang

-4 -



B

PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

. 2

e

PSR Laki-Laki:

Keterangan .

a. Krah berdiri

b. Papan nama

¢, Saku dalam tanpa tutup
d. Kancing jas

¢, Jas lengan panjang

(o]

K.
h.

Saku bawah
tertutup kanan
dan kiri
Sambungan bahu
Celana panjang
warna sama
dengan ias



2. PSR Wanita:

Keterangan :

a. Krah rebah

b. Saku dalam tanpa tutup
¢. Papan nama

d. Kancing jas

e. Jas lengan panjang

Saku bawah tertutup kanan
dan kiri

Rok 15 cm dibawah
lutut/Celana panjang warna
sama dengan jas



3. PSR Wanita Hamil:

— @
e

f

g9
Keterangan :
a. Krah rebah e. Kancing jas
b. Saku dalam tanpa tutup f. Plui
c. Papan nama . Rok I5 cm dibawah lutut.

d. Jas lengan panjang



4. PSR Wanita Berjilbab/Berkerudung:

Keterangan:

a. Jilbab/Kerudung f. Jas lengan panjang

b. Krah rebah g. Saku bawah tertutup kanan dan
¢. Saku dalam tanpa tutup Kkiri

d. Papan nama h. Rok panjang.

e. Kancing jas



C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL Laki-laki:

Keterangan:

a, Kemeja warna putih
b. Dast
¢. Saku Jas kit atas

jas
f. Saku jas bawah tertulup kanan dan ki
g. Celana panjang
h. Sambungan bohu
I lengan panjang dengan kancing 3 buah



2. PSL Wanita:

Keterangan:

Q. Kemela wama putih

b. Dasl

c. Saku jas kit atas

d. Jas lengan panjang wama sama dengan celana

e. Kancing jas
f. Saku jas bawah tertutup kanan dan ki

g. Rok 15 cm di bawah lutut
h. Lengan paniang dengan kancing 3 buah

- 10 -



3. PSL Wanita Hamil:

Keterangan:

a. Kemeja wama putih atau terang

b. Dasl

c. Saku jas kil atas

d. Jas lengan panjang wama sama dengan celana
e. Kancing Jas

f. Rok panjang

= 3



4. PSL wanita Berjilbab/Berkerudung:

Keterangan:

a. Kerudung dengan warna bebas.

b. Kemeja warna putih.

c. Dasi.

d. Saku jas Kkir1 atas.

e. Jas lengan panjang warna sama dengan rok.
f. Kancing jas.

g. Saku bawah kanan dan kiri.

h. Rok panjang



D. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG

1. Pakaian Dinas Hanan Lengan Panjang Laki-laki

Keterangan:

a. Krah berdin h. Kancing baju
b. Lidah bahu i, Tkat pinggang
¢. Lambang dacrah . Saku celana depan kanan dan kin
d. Papan nama k. Celana panjang warna sama dengan
¢. Tanda pengenal baju
. Saku baju depan kanan dan . Sambungan bahu
kiri m. Saku celana belakang sebelah
g. Baju lengan panjang kanan tertutup



2. Pakalan Dinas Harian Lengan Panjang wanita

Keterangan:

a. Krah berdiri {. Saku baju depan kanan dan kiri

b. Lidah bahu g. Kancing baju

c. Lambang daerah h. Baju lengan panjang

d. Papan nama i. Celana panjang warna sama dengan
e¢. Tanda pengenal baju



3. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Hamil

d
!
[
g

-h
Keterangan:
a. Krah berdiri f.  Baju lengan panjang
b. Lambang daerah g, Kancing baju
¢. Papan nama h. Plui
d. Saku dalam atas kanan i. Rok 15 e¢m di bawah lutut

¢. Tanda pengenal



Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung Hamil

Keterangan:

a. Jilbab/kerudung h. Kancing baju

b. Krah berdin . Baju lengan panjang

¢. Lidah bahu . Saku baju bawah kanan dan Kiri
d. Lambang daerah k. Rok/ Celana panjang warna sama
e. Papan nama dengan baju

f. Saku dalam kiri atas

g. Tanda pengenal
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E

PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

]

Pakaian vang Bercirikan Khas Daerah untuk Laki-Laki

Keterangan

#. Krah berdiri

b, Lencana

¢. Papan nama

d. Tanda pengenal

-~

g.

h

Kancing baju

Celana panjang warna gelap
Kemeja motil bercirikan khas
daerah

Belahan samping



2. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita:

Keterangan

a. Krah rebah

b. Lencana

c. Papan nama

d. Tanda pengenal

»

-

g

h

Baju motif bercirikan

khas daerah

Kancing baju

Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap
Celana panjang warna gelap



3. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Hamil:

Keterangan

a. Krah rebah e. kancing baju

b. Lencana f. Baju motf bercirikan khas daerah
c. Papan nama g. Rok 15 cm di bawah lutut warna
d. Tanda pengenal gelap
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4. Pakaian vang Bercirikan

Berjilbab/Berkerudung:

Khas Daerah untuk

Wanita

Keterangan:

-

f

g.

h

a.
b.
o
d.
€.

Jilbab/kerudung

Krah rebah

Lencana

Papan nama

Tanda pengenal

Baju motif bercirikan khas daerah
Kancing baju

Rok panjang/celana panjang

BUPATI BOYOLALI,

—~=h—

SENO SAMODRO
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR ‘2 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PIN LAMBANG DAERAH

B. PAPAN NAMA:

NAMA DENGAN GELAR |




C. TANDA PENGENAL:

DEPAN BELAKANG

| Tands Pergerat v wapb cipakan puc wakto mekboamakomn
tugas | s

2 DERD Eaboparen Hovolali odak bortoggaung jiowveh gl
penggnasn Tands Pergienal s diis Kepettngsa [ WR1D

\ Tarchs Praygevial s hoerys berbaka pocs wabktu mesgakndan

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAFRAN Sy wbag Asgyte IFRED Kalupmin, Biyckel s
KABUPATEN BOYOLALL Keze gyatism
FOTO
BERWARNA
Boyolali, ......cooooiininnn
DFWAN PERWAKILAN RAKY AT DAKRAIL
KA PATIN BOYOLALL
KEIUA

CEANDA TANGAN CAP BASALD

NAMA DENGAN CELAR

BUPATI BOYOLALI,
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SENO SAMODRO



